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WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG
DUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
TA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO TIPE B
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AT TYZA\AMTA

WALIKOTA MANADG,

bahwa dalam rangka meiaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang
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perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Manado Tipe B.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 ieniang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
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Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturain Menteri Dalam Negeri Nomoir 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Wetannoanlrarinan Drnvvnc.“ Nan I{abupofpn /Wntn-
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Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Manado,

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO TIPE B



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Pemermtah Kota adalah Pemermtah Kota Manado.
Walikota adalah Walikota Manado

Kepala adalah Kepala Dinas Tenaga Keija .
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja.

Subbagian adalah Subbag pada Dinas Tenaga Kerja.
Seksi adalah Seksi nada Ninac Tenanon Ke
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Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga

Kerja.
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Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja Kota Manado merupakan unsur
nelalzeana niruican nemerintahan hidano tenaca keria,
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(2) Dlnas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikoia melaiul Sekreiaris Daerai.
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

kerja dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

a. perumusan kebljakan sesua1 dengan hngkup tugasnya'

b. pelaksanaan kebxjakan sesuai dengan lingkup tugasnya

C. pelaksanaan evaiuasi dain pelaporain sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan adminiastrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;dan
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sesuai dengan lingkup tugasnya.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

inas Tenaga Keija terdiri atas :

Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawajan'dan

4; ouuuagia.ll Prograin, :\c:ud.ugdu dai rcmpm ail.

c. Bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan
Kerja, membawahi :

1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan

Vnopvn"\f raan Ke

PR A craan ;gu._’a,

2) Seksi Penyelesaian Perselisihan = Hubungan
Industrial;dan

3) Seksi  Organisasi  Pekerja, Pengusaha Dan
Kf-lpmhngqn Hnbnnoqn Industrial
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d. Bidang Informasi, Penempatan dan Perluasan Tenaga
Kerja, membawahi :
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2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Daerah dan Luar
Negeri;dan
3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan
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e. Bidang Pelatlhan Dan Produktivitas, membawabhi :
1) Seksi Pelatihan Kerja;
2) Seksi Instrukiur, Sarana Prasarana Latihan Dan
Kelembagaan:dan
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3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Latihan
Keienagakerjaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas
D) i
rrdoal v

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota

dalam menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan tugas
pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga
Kerja;

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta
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pciayanan agmir AISLruol,
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c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan
serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam
rangka mendukuig kebijakan di bidang urusain
Tenaga Kerja dan Otonomi Daerah;

d. pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional'dan

- P VIR = ool P

c. pt:lanbd.uda.u tugas dan fun gs lain yaing diberikain
atasan sesuai lingkup bidang Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 7
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SeKietariat viinas uxpuupm oleh Seorang Sekretaris.
Sekretaris me mmmvm tugas memhantn Vpnala Dinas

dalam mengkordmamkan pelaksanaan tugas membantu
serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan
adiministratii ncpaud seinua unsur di uilghuugd_u Dinas
Tenaga Kerija.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2),Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
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pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi
penyusunan program dan penyelenggaraan tugas —

tuioag hidano secara hnmndn
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c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan
administratif Dinas;
d. penetapan  rumusan  kebijakan pengeioiaan

administrasi umum dan kerumahtanggaan;
€. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan

maaowrnralra
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f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan
administrasi kepegawaian;

g. penetapan fuinusail kebijakan pelayaiail

I, penetapan rumusan kebljakan pelaksanaan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas Dinas;

i. penetapan rumusan Kkebijakan pengkoordinasian
publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian

nenvusiuinan AQV} Y\Pﬂ‘r')mﬂf)‘laﬁ "\Qhoﬂ
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pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kcsckretarisan;
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kesekretarlsan,

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dain fungsinya;

n. pelaksanaan koordinasi/keria sama dan kemitraan
dengan unit Kkerja/instansi /lembaga atau pihak
ketiga dibidang pengelolaan pelayanaan

lrecalr-ratarintan:
LOLUAIT WAL Iawail,



0. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi
dinas yang meliputi perencanaan,pengorganisasian
dan ketalaksanaan prograin, Kcuaiigail, pelaporail,
hukum data dan informasi serta hubungan antar
lembaga dan masyarakat;

p. pengoordinasian dan pengaturan tugas  uiuil
organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

q. pengkoordinasian dan pengaturan kerjasama;

r. pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di

linolninoan Dinas Tenaca Keria:
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s. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;dan
t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Kerja
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Pasal 8

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahieraan Kerja
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pembinaan organisasi pekerja/buruh,
organisasi pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit,
Lembaga Kerjasama Triparii, Pelaksanaan Persyaraian
Kerja, Pengupahan, Kesejahteraan Kerja dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

nada Axrat (1) Didaneo Tyvhyvsvoran TrnAviaterinl Ann
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Kesejahteraan Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan bahan petunjuk
tekiis pelaksanaait hubungai industrial,
persyaratan keria, pengupahan dan kesejahteraan
kerja serta penetapan upah minimum,;

b. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial
persyaratan Kerja, orgainisasi Pekeija, oiganisasi
pengusaha, lembaga kerjasama bipartit lembaga
kerjasama tripartit dan sidang-sidang Iembaga
kerjasama tripartit, pengupahaan dan Kesejahteraan
Keria:

Kerja;

c. pemberian petunjuk teknis bagi mediator hubungan

industrial dalam penyelesaian unjuk rasa/Mogok

oot
Kerja;
d. penyelesaian perselisthan hubungan industrial dan

pemutusan hubungan kerja;

e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan
dalamn rangka usulan peneiapan Upah Minimum
Kota:

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan tugas;dan

nalalranrnann H1iocna Aan F"Iﬂﬂt‘i 1
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oleh atasan.
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Bagian Keempat
Bidang Informasi, Penempatan

Pasal 9

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pembinaan

dan penyelenggaraan penempatan, perluasain Kkeija,

informasi tenaga kerja dan pasar kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penempatan
Tenaga Kerja;

b. perumusan kebijakan teknis pendayagunaan tenaga
kerja;

c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang

penempatan tenaga kerja;

penyelenggaraan informasi pasar kerja, bursa kerja,

.

e. pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja
lokal, antar kerja antar daerah, dan antar kerja
antar negara;

f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bursa

kerja swasta, pelaksana, praktek iembaga psikologi,

tempat penampungan tenaga kerja Indonesia,
lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja
swasta, pelaksanaan penempatan tenaga kerja

Indonesia, dan tenaga kerja warga Negara asing

pendatang;

pela}{snngnn nengembangan sektor informal dan
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usaha mandiri;

h. pelaksanaan pembinaan, pembentukan, dan
pendayagunaan iembaga relawan, tenaga sukareia,
dan tenaga kerja mandiri;

i. pelaksanaan dan mengembangkan sistem padat
karya;
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norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang
pendayagunaan tenaga kerja;

k. pelaksanaan Penetapan penggelolaan data base dan

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja;dan

. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 10
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Pelatihan dan Produktivitas mermput
membantui Kepala Dinas dalam merumuskan dan

melaksanakan pembinaan dan  penyelenggaraan
peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
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Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga
kerja menyclenggarakan fungsi
a. nenmmnnan rencana kng_

Produkt1v1tas,

b. perumusan kebijakan teknis pelatthan dan
produktifitas keija,

c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

d. penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas tenaga
lrerin-
AR

e. pelaksanaan pemberian bimbingan pelaksanaan

pemagangan kerja dalam negeri;

pelaksanaan pemberian layanan informast pelatinan

dan nrndnl(hquc tenaoa keria:
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pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan jabatan dan
antar kerja;
i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerija
cacat,lanjut usia , dan wanita;
j. penyelenggaraan bimbingan usaha tenaga kerja dan

kelompok binaan;

k. pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas;dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan

olen aiasan.
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Bagian Keenam
Rincian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat

Pasal 11
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Subbagian Umuin dain Kepegawaiail meipuiiyai tugas
melaksanakan qehgnmn tugas Sekretaris Dinas dalam

menyiapkan bahan mula1 proses perencanaan,
pengorganisasian serta pelaporan mengenai
kepegawaian, umuin dan Per 1c1‘1gnapa_u di ungnmngau
dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

a. menyusun rencana dan program kerja operasional

kegiatan pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan
pengiriman  surat - surat, uaskah Dinas dart

o melaksanakan pembuatan dan penggandaan naskah
Dinas;

d. melaksanakain pengeiolaan dan penyiapan bahain
pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub
unit kerja dilingkungan Dinas;

e. menyusun dan penyiapan pengelolaan  dan

ﬂeﬂﬂﬂﬂf‘ﬂ]“ﬂﬂ ﬂf‘ “10+"ﬂ° "\Q"‘ ]G n“ﬂﬂ
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f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan
penyelenggaraan rapat - rapat Dinas;
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melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

melaksanakan  pengurusan  kerumahtanggaan,

kKeainanain dan keteirtiban kantor,

nelaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta
pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor,
kendaraan Dinas dan aset lainnya,;

j. menyusuin dan menyiapkan rencana Kebutuhan

sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;

5 0
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k. melaksanakan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan
Dinag:
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l. menyusun bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;

m. melaksanakan  pengelolaan  perpuslakaan  dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan,
penyimpanan dan pemeliharaan data serta
dokuinentasi kepegawaian;

o. menvusun dan menyiapkan rencana kebutuhan
formasi dan mutasi pegawai;

p. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji

berkala, pensiun, kartu pegawai, Kkaris/karsu,

taspen, askes dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahieraan pegawai;

0. menviisun dan menvianlkan negawai 1nntnl
aan apkan pegawal Xz
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mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis
dan fungsional serta ujian Dinas;

r. melaksanakan pembinaan umum kepegawalan dan
pengembangan karier serta disiplin pegawai:

S. menyusun dan menyiapkan pengurusan
administrasi pensiun dan cuti pegawai;
t. mengkoordinasikan penyusunan administrasi DP-3,

DUK, sumpah/ janji pegawai;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas,

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;

w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi
uimuin dan Kerumahtainggaan seita administiasi
kepegawaian dengan sub unit keria lain
dilingkungan Dinas;dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

Subbagian Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan mulai pada
proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksandannya, pemaniauan, pengevaiuasian — seria
pelaporan mengenai program, keuangan dan pelaporan
di lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Rincian tugas subbagian Program, Keuangan dan
Pelaporan :

a.
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menyusuil rcicaina dan progiain Keija operasional
kegiatan pelayanan, pengkoordinasian penyusunan
rencana, pengelolahan administrasi dan
Pertanggungjawaban keuangan dan program kerja
Dinas;

menyusun rencana program Kkeria Dinas dan
Pengumpuian bahan anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan dinas;

. . .
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anggaran pendapatan dan belanja;

. melaksanakan penyusunan tambahan penghasilan

bagi pegawai negeri sipil;
merencanalkan nnprqq'nno1 keoiatan penyusunan
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rencana dan program administrasi pengelolaan
keuangan;

Illt:lcu&bculcu&dll pCIldt&Udelddll pCIlgClUld.cul d.llggdl ail
pendapatan dan belanja Dinas;

melaksanakan pembinaan administrasi keuangan
dan penyiapan bahan pembinaan administrasi

nja an
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pembiayaan Dinas;
menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

Dinag:
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melaksanakan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Kkerja pengelolaan keuangan
dengan para Kepaia Bidang di lingkungan Dinas;
melaksanakan penvusunan rencana penyediaan
fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan
keuangan;

meiagsanackan ROOTaGInasi KIS crumusan

penyusunan rencana dan dukungan anggaran
pelaksanaan tugas Dinas;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

. melakukan penginputan data SPP dan SPM;

membuat laporan TEPRA E SAKIP, E-MONEV;

menyusuil Rencana tegis dan rencana Keija
SKPD:

menyusun laporan akuntabilitas instansi
pemerintah;

AAA\;n}n‘thA A\eAA\/ana V 1'10 A““"ﬂ'-o,‘} ( VA) SVPD.
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menyusun laporan realisasi keuangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;

melalzsanakan koordinasi penge elolaan administrasi
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dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Dinas dengan sub unit kerja lain dilingkungan Dinas;
melakukan — penyusunan  laporan  pelaksandaadn
tugas:dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Ketujuh
Rincian ’I‘ugas Seksi pada Bidang

Pasal 13

Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan
Kerja mempunyaj tugas melaksanakan sebagian tugas

Dlddllg nuuuugau luUUbU ldx udIl I\CbCJdllLCl aail I\Cl lcl
dalam menyiapkan bahan mulai pada proses
perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta
pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undaingail.
Rincian Tugas Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan
Kesejahteraan Kerja:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja,

Pearnonimahan Aan Vne o‘f\fnrnan Wor o enc1v)1 Aenaonn

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

telah ditetapkan,;
. menyusun kebijakan teknis  serta  bahan-bahan
lgjnn}ra yang herhnhnhonn dengan tugas Seksi

Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan
Kerjasebagai pedoman landasan kerja;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi
Persvaratan Keria, Pengupahan dan Kesejahteraan
Kerja;

d. melaksanakan pembinaan persyaratan kerja pada

moamio L\ OY‘VﬂOfﬂ Aﬂﬂ L\f\Aﬂﬂ ‘V“ﬁ"\l‘\ mvl
rl\tl LA\)(AAA(A(A‘A MV CAT LA NAdCard AJCARACAL AADCAL A AdAAar

Negara/badan usaha milik daerah;
e. melaksanakan pembinaan persyaratan kerja yang

meliputi : Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan
dan Perjanjian Kerja Bersama;

f. melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan;

claksanakan  pendaftaran  Perjanjian  Kerja
Bersama;

h. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT);

1. melaksanakan pendaftaran atas perjanjian
penyediaan jasa pekerja/buruh antaraperusahaan
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;

S‘,;

J.  melaksanakain pendaftaran atas perjanjian
nemb@rgnoqn nvkprmpm antara nerusahaap_ npmbpn
pekerjaan dengan perusahaan penerima
pemborongan'

k. IIICllyldphd.ll Daﬂ.ail Udldlll ld.llghd. pCll_y uilail tcmub

penetapan upah minimum dan pengusulan
penetapan Upah Minimum Kota;

l. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Upah
N/ ;ﬂ;m*um Vr\fo (TT\‘V\

AVALAiddidia AN \Viviiyy,

m. melaksanakan pembinaan penvelenggaraan
kesejahteraan kerja diperusahaan,;
n. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan

dengan Radan quvplpngoqro Jaminan Sosial (RPIQ):

viipal VoLl (iU,

o. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi
perusahaan-perusahaan yang memuat syarat-syarat
kerja, pengupahan dan kesejahiieraan kerja,
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p. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Persyaratan
Kerja, pengupahan  dan  Kesgjahteraan — Keija
menviapkan hahan-hahan dalam rangka pemecahan
masalah,

q. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
ut:ugdu cara imelakukan, mencaii, 1ucugu1up‘u1ndu,
menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang

tugas;dan
o
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Pasal 14

o1 T'\. ‘ . .. - ™_ 11 | o P S | SETe ety DTN o, |
SEKsi nyelesaian Perseusihain Hubungail Industrial
mempuny vai tugas melaksanakan thaman tugas tharw

2% =Pttt

Hubungan Industnal dan Kesejahteraan Kerja dalam

menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,

pengorganisasiai tugas daii pelaksanaaniiya,
pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial :

a. menyusun rencana Kkegiatan Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan
ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;

b. menyusun kehijakan teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

sebagal pedoman landasan kerja;

c. menviapkan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi
Penyelesaian Perseiisihan Hubungan Industrial;

d. melaksanakan pembinaan, pencegahan  dan

nanara QOO‘;"\"\ ﬂ"'(“! 1 L\ L\" l\11nﬂf\ﬂ ‘ﬂflbﬂtﬁﬁ]
tl\,ll)\/ adCAddddn A Ol AAA(AAA AALAUMAA&(AAA AdiRa ]

e. memfasiltasi penyelesaian perselisthan hubungan
industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk
rasa/imogok keija serta lock out (penutupait
nenmahaa_r\),

f. menginventarisasi hasil pelaksanaan sidang mediasi

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

oleh mediator nuUungan Industrial;

melaksanakan koordinasi berkaitan dengan kasus-

kasus yang dilimpahkan di Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI);

. . .
h menoimventaricaal "\PY‘W\OQO]OP\O"‘ Y\Q"rﬂQQOIOhQﬂ Xran
dd. dddVdipddiviiilchioQulr puiiiice vidiio

J
berhubungan dengan bidang  tugas Seksi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan

®

i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun,
mensisiematiskan dan atau mengolan data dan
informasi vang berhubungan dengan bidang
tugas;dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Pasal 15

Scksi Orgainisasi Pekeija, n,uguaaum dan Kelembagaai
Hubungan Industrial mempunyai tugas melaqunakan

sebagian tugas bidang hubungan industrial dan
kesejahteraan kerja dalam mer*yiapkan bahan mulai
paud Proscs peiciiCailaail, pcngorganisasldu tugas dai
pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta
pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan
Kelemhbaoaan Unhﬂngoﬂ Industrial -

L e o)

a. menyusun rencana kegiatan Sek31 Organisasi Pekerja,
Pengusaha dan Kelembagaan Hubungan Industrial
sesuai  dengan kelentuan peraluran yang telah
ditetapkan;

b. menyusun kebijakan teknis serta bahan-bahan
lamnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Ulgdlllbd.bl r’CKCIJd, l'Cngu.deld Ucul I\ClCIHUdgchl
Hubungan Industrial sebagai pedoman landasan

kerja;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi
Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Kelembagaan

Hubungan Industrial;
d. melaksanakan pembinaan hubungan industrial
organisasi pekerja dan pengusaha;

melalkkeanaltan nembinaan Lembaca Keriasama

davaiidaSiiiaiidaiiaa pPuAiiiiiiiias varians a g a

Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit;
f. melaksanakan pencatatan lembaga kerjasama
bipariii;
merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang
lembaga kerjasama tripartit;
h. melaksanakan pendataan dan verifikasi keanggotaan

11~ 1 / lrnt
serikat pexerja, serikat u’dﬂ.lh,

i. melaksanakan pencatatan organisasi pekerja/buruh;

j. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan
dengan organisasi pekerja buruly/pengusaiia atau
lembaga lainnya;

k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan hari buruh
internasional;

menginventarisasi perimasalahai-perimasalanain yang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Organisasi
Pekerja, Pengusaha danKelembagaan Hubungan

Industrial dan menyiapkan bahan-bahan dalam

rangka pemecahan masalah;

m. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
dengan cara melakukan, mencari, mengumpulkan,
menghimpun, mensistematiskan dan atau mcngolah
data dan informasi vang berhubungan dengan b;dgﬂg

tugas;dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

®

2
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Bagian Kesembilan
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Informasi,
Penecmpatan Dain Perluasan Tenaga Keija

Pasal 16

Seksi  Informasi Tenaga Kerja dan  Pasar
Kerjamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bidang Informasi dain Penempatan Tenaga Kerja dalain
menviapkan bhahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya,
pemantauan, ngevaluasian serta pelaporan
berdasaraii peraturail peit uuuculg- uuud.ugau

Rincian Tugas Seksi Informasi Tenaga Keria dan Pasar
Kerja :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi Tenaga

Kerja dan Pasar Kerja.

Aty

b. menyusun kebijakan teknis penyediaan informasi
tenaga kerja dan pasar kerja;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyediaan
informasi tenaca km‘m dan nasar keria:

LLAA8H FESRE S5,

d. menyusun rencana dan penetapan kinerja penyediaan
informasi tenaga kerja dan pasar kerja;

€. menyelenggarakan  pembinaan — pelayanan  dan
fasilitasi informasi tenaga kerja dan pasar kerja;

f. menyeienggarakan pelayanan dan pengawasan bursa

g
kerja khusus;
g. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja dan
.
bursa kerja;

h. melasanakan pengendalian norma, pedoman, dan
petunjuk operasional penyediaan informasi pasar
kerja;

i. menyusun, mengolah dan menganalisa data pencari
kerja dan data lowongan kerja;

j. menyusun rencana dan program kerja operasionai

kegiatan pelavanan penyuluhan bimbingan jabatan;
k. melaksanakan Penyuluhan analisa jabatan,;
melaksanakan pelayanan penyebarluasan informasi

pasar kerja kepada pencari kerja dan pengguna

tenaga kerja;
m. mublikasi dan promosi Informasi Pasar Kerja'

11. I“Cldl\bdlldhdll ldblh‘,dbl uan pCIIlUCIld]l ICKUlllClludbl
dalam npnvplpnooqrnnn bursa ](PY‘LQ/ Job Fair,

o. melaksanakan pembinaan pCJabat fungsional
pengantar kerja‘

p. melaksanakan penilaian angka Kiedit jabatan

fungsional pengantar kerja;

meiaksanakan evaiuasi dan peiaporan peiaksanaan

tugas,

Q]O‘ 00"\9]’01‘1 ]Z nr ;7‘100; n]o raﬂoﬂ r\nr\‘ro"‘vrr)ﬂ r]
ALA\,AW CALACUANGALL XU Ui AiiAOL p\,Au} 1icll po AAJ\AA“A“AL \4“

bimbingan jabatan dengan sub unit lain dlhngkungan
Dinas;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

lrpngtqn Selzsi Informasi Pasar I('Pv-m dan

Ryaiill

t. melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan atasan.

—
.
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Pasal 17

e s _—
Seksi Pencmpatan Tenaga Keija Dacrah dan Luar Negeri
mempunyai tugas melaksanakan sebagzaﬂ tugas

Bidang Informa31 Penempatan dan Perluasan Tenaga
Kerja dalam menyiapkan bahan mulai pada proses
perencanaail, pengorganisasiai tugas dail
pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta
pelaporan berdasaran peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas seksi Penempatan Tenaga Kerja Daerah
dan Luar ]\Teneri:

ACdd

a. menyusun rencana Kkegiatan seksi penempatan
tenaga kerja;

L. Imenyusun kcbijakan ’Lcknis penyediaan  dan

a. menylapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyedia
dan penempatan tenaga kerja;

b. menyusun rencana kinerja dan penempaian Kinerja
penyvediaan dan penempatan tenaga kerja:

c. menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan
fasilitasi peningkatan penempatan dan pemantauan

toannon lraria Tnda nes
L\zAA(As(A ‘\\/AJ\A ALA\A\IAA k)‘u,

d. melaksanakan pengendalian bursa keria swasta
calon tenaga kerja Indonesia, lembaga pelayanan
penempatan itenaga Kkerja swasia, pelaksana

nenemnatan tenaca lkeria Indonesia. dan tenaga

CiiTiil AT AR ALIGULICSIR,. Wil WU/
r  wa o™ J D

kerja warga Negara asing pendatang;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, siandar, pedoman, dan peiunjuk operasional
di bidang penyedia dan penempatan tenaga kerja;

f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penempatan
bagi pencari kerja penyandang cacat (Difabel);

malalrannalran faailitaa: Aan mhin W\Q’)f\"ﬂﬂ
MIVIADOAIIANALL 1AD I LAVYL udai P\IAAAUALAQ(JAA P\/ll\llllt AL

bagi pencari kerja lanjut usia;

h. melaksanakan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan
pengesahan pengantar Kerja, serta  pencmpatan
tenaga keria Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) Antar

Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar
Negara (AKAN});
i. melaksanakan pendaftaran pencaii Keija dan

penyerahan kartu (AK.I);

)

j. melaksanakan pengisian biodata bagi pencari kerja

(AK.II);

mn]o]ror)ﬂn‘rnﬂ r\ar\r\afnfan lawnnonan lrnﬂa Tm.
ALANVACALNOIRAL ALY AL L CAALLALL AN/ VY ULAbuAA ‘\\/AJ \ AAL ‘AL’

1. melaksanakan panggllan bagi pencari kerja (AK.IV);

m. melaksanakan pengiriman bagi pencari kerja (AK.V);

n. melaksanakan pencarian formasi data lowongan
kerja (Job Canvasing);

o. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan
penganalisasian data Penempatan tenaga kerja;

p. melaksanakan evaiuasl dan pelaporan peiaksanaan
tugas:

q. mengkoordinasikan  pelayanan tindak lanjut
penempatan tenaga kerja dengan perusahaan

o 1
pengguna tenaga kerja dan instansi terkait;

I melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;dan

[y
ry
.
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s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
atasan.

Pasal 18

iy s

et Pyoeafomee con on B o . § L | R NSRS S, |
Scksi Peiluasain Kescinpatan Kerja dan Pengendaliail
Tenaga_ Kenq Amnnmemmmvm tugas melaksanakan

sebagian tugas Bldang Penempatan Tenaga Kerja dalam
menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasiail tugas dain pelaksanaaniiya,
pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan
berdasaran peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan

Pengendalian Tenaga Kerja Asing:

a. menyusun rencana Kegiatan seksi perluasan kerja;

b. menyusun Kkebijakan teknis pengembangan dan

periuasan kesempatan kerja,

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
pengembangan dan periuasan kesempatan kerja ;

e. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan
tenaga kerja sarjana ;

f. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan

tannaon lrarina mandir
Wlidgad Blljd manaim L,

g. melaksanakan dan mengembangkan sistem padat

0

karya;

h. melaksanakan pc bekalan, pemanduan, dan
nemhinaan nerln 1 emnatan leria:
pembinaan pe zesempatan kerja;

i. melaksanakan pengendahan dan pengawasan
penggunaan tenaga kerja warga Negara asing;

J. melaksanakan sosialisasi TKA;

k. melaksanakan pendataan TKA;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penerbitan
IMTA;

m. melaksanakan

n. melaksanakan Penerbitan Rekomendasi Ijin
Operasional Tenaga Kerja Sarjana;

0. inelaksanakan — pembinaan — dan  pengawasai

penerbitan perpanjangan IMTA;

p. melaksanakan pembinaan pendaftaran fasilitas
pembentukan TKM;

q. imelaksanakan peinbinaan dan fasilitas usaha
mandiri dan sektor informal serta sistem padat
karya;

r. melaksanakan pembinaan dan fasilitas pemberian

kerja sistem padat karya;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
t. melaksanakan koordinasi pelayanan periuasan

‘(nqemﬂq"or\ lzeria dan npmhprﬂnqun tenaca lkeria

........ A= pPeAsivis LH~ v

dengan instansi terkait;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
keglaian Seksl Periuasan Kesempaian Kerja dan
pengendalian tenaga kerja asing:dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Pelatihan

) PO p TRSRL, PR RSO e,
aail rioguKuvitas

Pasal 19

n

eksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan
sebhagian tuecas di bhidane nr—\]qhhf\r\ dan Produlktivitas

uv-v»s e i e Al

dalam menyiapkan bahan mulai pada proses
perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanadninya, pemaniaudn, pengevaiuaslian — Serid
pelaporan berdasaran peraturan perundang-undangan.
Rincian tugas Seksi Pelatihan Kerja:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan Kerja;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan
kerja;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan
keija,

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
bidang pelatihan kerja;

e. melaksanakan pemagangan kpxja'

f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pelatihan tenaga kerja;

g. melaksanakan penerbitan dan pengendalian izin
1LPK:

h. menyusun rencana dan program kerja operasional
kegiatan pembinaan dan pengembangan latihan
produkiivilas dan pemagangarn,

melalzeanakan fasilitasi pembingnn dan

penyelenggaraan dan  pengembangan latihan
prodiktivitas dan pemagangan;

[
.

J. melaksanakan pengukurarl produkiivitas
pengembangan latihan produktivitas dan
pemagangan,;

k. melaksanakan penetapan program peningkatan
pengembangan latihan produlktivitas dan
pemagangan,;

l. menyusun rumusan kebijakan penetapan
ppqyelenggaraan quznf}on /nendaftaran lpmbaga

pelatihan  serta pengesahan kontrak/perjanjian
dalam pengembangan latihan produktivitas dan
peinagaiigaii,

m. menyusun rumusan kehiiakan penetapan koordinasi

kompetens1 pembinaan dan pengembangan latihan

produktivitas dan pemagangau

. melaksanakai evaluasi dan pcxap V¥
tugas;

o. melaksanakan koordinasi latihan produktivitas dan
pemagangan dengan sub unit kerja lain lingkungan
Dinas;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Pelatihan Kerja; dan

q. melaksanakan lugas lain yang diberikan atasan

sesnai r‘enggq hngkup tugas dan fup_nrmnvg
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Pasal 20

Scksi Instiuktui, Saraina Prasarana dain Kelcmbagaai
mempunyvai tngas melaksanakan sebagian tugas di
bidang pelatlhan kerja dan produktivitas dalam
menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasiain tugas dail pelaksanaaiiya,
pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan
berdasaran peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Seksi instruktur, Sarana Prasarana

T atihan dAan Kelamhaaonan memminvuai tuoas :
Al A CALAGALL NAGALL Adavavaaa U“b“m& AldvAL‘tIMAAJLM “aa D .

a. menyusunan rencana Kkegiatan seksi instruktur,
sarana prasarana latihan dan kelembagaan,;

L. menyusun kebijakan teknis di bidang peningkatan
lnalitas dan instruktur dan kelembagaan tenaga
kerja;

c. menyiapkankan bahan pelaksanaan kegiatan di
bidang peningkatan kualilas instrukiur  dan
kelembagaan tenaga kerija;

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan Kinerja
bidang pemngkatan kualitas instruktur dan

l\\’AbAAAL)\Abu(AlA L\/A (Abu A\\zAJ(A’

melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja;
melaksanakan pemasaran program pelatihan;
melaksanakan pemasaran hasil produksi dan

lalasan nplqhHQ

MalaSiiis PP RS S SIS ,

5 melaksanakan pengendalian dan pengawasan
lembaga pelatihan kerja;

1. memberikan layanan iniormasl pelauhan ienaga
kerja;

5@ o

j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional

Al hidn~ nen alratan }m no 1rnatmilrfrre Ann
i Ulua‘lb tl Allllsf\aLall Lu\') ALAOULL LUunLul LA

kelembagaan tenaga kerja;

k. menyusun rumusan kebijakan dalam pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana latihan,

melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana latihan;

m. melaksanakan dan pembinaan dan fasilitasi
pengadaan sarana dan prasarana latinan dalamn
menunjang peningkatan kinerja latihan dan
produktivitas tenaga kerja;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

——
tugas;

o. melaksanakan koordinasi latihan produktivitas dan

pemagangan dengan sub unit kerja lain lingkungan

Dinas;

melalzsanalzan mnnufnrwng evaluasi dan elanorar

JRALLIRaL aaldbiiiili s LRLARRSE,

kegiatan Seksi instruksi dan Kelembagaan,; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuadl dengan lingkup tugas dan fungsinya.

[
.
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Pasal 21

Seksi Produktivitas Tenaga Keija meimpuiyai tugas

mela sebagian tugas di hidang pelatihan keria
dan Produkt1v1tas dalam menylapkan bahan mulai pada
proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanaaniiya, pemantauan, pengevaluasiain seria
pelaporan berdasaran peraturan perundang-undangan.
Rincian tugas Seksi Produktifitas Tenaga Kerja
mempunyai tugas :

ja) maenuiiaiITnan rencoanNnn
e AdiAVddy UO WAL A viaauas

Tenaga Kerja;

b. menyusun kebijakan teknis peningkatan kualitas

dan produktifitas tenaga kerja,

menyiapkan hahan pelaksanaan kegiatan

peningkatan kualitas dan produkt1v1tas,

d. menyusun  rencana kinerja dan  penetapan
Kinerja,peningkatan  Kualitas dan  produkiiiitas
tenaga kerija:

e. melaksanakan peningkatan produktivitas tenaga

kerja;

menyiapkan bahan pen

norma, standar, pedoman. dan petumuk operasmnal

di bidang peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja;

g. menyusun rencana dan program kerja operasional

kegiatan pelayanan Standarisasi, Sertifikasi Dan
Akreditasi,

n. melaksanakan fasiiiiasi pembinaan dan
penvelenggaraan dan  pengembangan latihan
prodiktivitas dan pemagangan,

i. melaksanakan pengukuran produktivitas

pengembangan dan koordinasi pelayanan

Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi;

menyusun rumusan kebijakan penetapan program

pelayanan Standarisasi, Sertifikasi Dan Akreditasi,

menyusun rumusan kehiiakan penetapan koordinasi

(o]

)

—.
.

)
§

kompetensi pelayanan Standarisasi, Sertifikasi Dan
Akreditasi,

melaksainakan evaluasi dain pelaporail pelaksanaai
tugas;

m. melaksanakan koordinasi latihan produktivitas dan
pemagangan dengan sub unit kerja lain lingkungan
Ninna:

AT AT,

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi produktivitas Tenaga kerja;dan
0. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

o
.



Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
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Pasal 22

(1) Kepala UPTD Pusat Latihan ketenagakerjaan, dipimpin
oleh seorang kepala UPTD.

(2} Kepala UPTD Pusat Latihan ketenagakegjaan mempunyai
tngas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan pengelolaan sebagai fungsi Dinas dibidang
Pelatihan dan Produktifitas.

{3) Dalain melaksanakan tugas pOKOK seébagaiimana

dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala UPTD Pusat
Latihan ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan operasional kegiatan fasilitas

nelal-annann nalatihan Anan v-orh lrfvri-oe
PUA“AAL}LA—L AL s rl\aA\.A.t.AAAuLL dddia tJA A LddARLaLa i
ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan pembinaan dan  pengembangan
pelaksanaan pelatinan dan produktivitas
ketenagakeriaan;

c. penyusunan mekanisme organisasi dan tata laksana
fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan produkitivitas

ketenagakerjaan,

d. pengelolaan  anggaran  pelaksanaan  fasilitasi
pelaksanaan peiatihan dan produktivitas
ketenagakerjaan,;

o nanaamhanonn 1remi f-v-nnﬂ faacilitnay nalalrannnnn

e Pbl‘&hll‘klull&uk‘ As\ addicl CACan ACAV AL LCAV \AA(A[\\DKAAIMMAA

pelatihan dan produktivitas ketenagaker]aan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
nplal(qqnq“p hmr'xo lzedin n lain:

pelaksanaan koord1nas1 fasilitasi pelaksanaan
pelatihan dan produktivitas ketenagakerjaan dengan
sub unit kerja lain diiingkungan Dinas.

=09

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok ienaga fungsional  wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organlsas1 d1 llngkungan Pemerlntah Daerah serta

aéngan instansit lain diluar Pemerintah D

dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahaniya (11asing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengamhil langkah-langkah vyang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Setiap piimpinain organisasi bertanggung jawab nxcumupul
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

——
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib dioclah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan tingkat jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris merupakan tingkat jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIb atau
jabatan administrator.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
eselon IVa atau jabatan pengawas.

(5) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau
jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
Kota Manado

2. Peraturan Walikota Manado Nomor 20 Tahun 2009
tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Manado
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

’




MPIRAN  : PERATURAN WALIKOTA MANAD
STRUKTUR ORGANISASI DINAS o o

TENTANG  : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
TENAGA KERJA KOTA MANADO KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO TIPE B
TIPE B NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
|
[ s o}
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN PROGRAM
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
[ | |
BIDANG HUBUNGAN BIDANG INFORMASI BIDANG
INDUSTRIAL DAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN PELATIHAN DAN
KESEJAHTERAAN KER.JA TENAGA KER/JA PRODUKTIVITAS
BT s 1) - ] — )
AL SEKSI INFORMASI SEKSI PELATIHAN KERJA
L DAN KESEJAHTERAAN —  TENAGA KERJA DAN —
ERIA PASAR KERJA
o SEKSI INSTRUKTUR
SEKSI PENYELESAIAN | | TENAGA KERJA DAERAH >
| PERSELISIHAN DAN LUAR NEGERI l— SARANA PRASARANA
HUBUNGAN INDUSTRIAL LATIHAN DAN
KELEMBAGAAN
SEKSI PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA SEKSI PRODUKTIVITAS
L.} SEKSI ORGANISASI ] | RIACA BERIA
PEKERJA, PENGUSAHA ey PE’;‘(GENDQ"SI&"&
DAN KELEMBAGAAN GA KERJA
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN WALIKOTA MANADO,
YERUNDANG-UNDANGAN,

N OB

o ttd

G. S. VICKY LUMENTUT



